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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.  LATAR BELAKANG 

Seiring dengan berjalannya pelaksanaan Reformasi Birokrasi, seluruh 

Kementerian dan Lembaga Pemerintahan secara substantif dituntut untuk 

melaksanakan pelayanan publik yang prima kepada masyarakat. Hal tersebut terdapat 

pada salah satu highlight perubahan penetapan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) 

dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 

tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari 

Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah, yaitu fokus 

utama dalam pelaksanaan reformasi birokrasi tertuju pada dua sasaran utama yaitu 

terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta kualitas pelayanan publik 

yang prima.  Untuk mengetahui indeks kualitas pelayanan publik yang prima di atas 

perlu dilaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dengan memedomani 

Peraturan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 

2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit 

Penyelenggara Pelayanan Publik. 

Oleh karena itu Satuan Kerja pada Kantor Wilayah Kementerian Agama 

Provinsi Aceh turut berkomitmen untuk melakukan peningkatan secara transparan, 

tepat, terukur dan berkelanjutan dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang 

prima kepada masyarakat dengan menyusun Laporan Survei Kepuasan Masyarakat 

Tahun 2023 ini. 

1.2.  TUJUAN DAN MANFAAT 

1.2.1. Tujuan 

Tujuan dari Penyusunan Laporan Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat 

Tahun 2023 pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh adalah : 

a. Untuk melaksanakan evaluasi berkala dari pelaksanaan Survei Kepuasan 

Masyarakat Tahun 2023; 

b. Untuk mengumumkan indeks kualitas pelayanan publik tahun 2023 kepada 

masyarakat; dan 

c. Sebagai bahan referensi kebijakan dan langkah strategis bagi peningkatan 

pelayanan publik pada Kantor Wilayah pada Tahun 2024. 

http://aceh.kemenag.go.id 
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1.2.2. Manfaat 

Dengan dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat diperoleh manfaat, antara lain:  

a. Diketahui kelebihan, kekuatan, kekurangan dan kelemahan dari masing-masing 

unsur dalam penyelenggara pelayanan publik; 

b. Diketahui kinerja penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit 

pelayanan publik secara periodik; 

c. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya tindak lanjut 

yang perlu dilakukan atas hasil Survei Kepuasan Masyarakat;  

d. Diketahui indeks kepuasan masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil 

pelaksanaan pelayanan publik pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah; 

e. Memacu persaingan positif, antar unit penyelenggara pelayanan pada lingkup 

Pemerintah Pusat dan Daerah dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan; 

f. Bagi masyarakat dapat diketahui gambaran tentang kinerja unit pelayanan. 

1.3. DASAR HUKUM 

a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 

b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 

c. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang 

Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;  

d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 

14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit 

Penyelenggara Pelayanan Publik; 

e. Peraturan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2020 tentang Roadmap Reformasi 

Birokrasi Kementerian Agama Tahun 2020 – 2024; 

f. Peraturan Menteri Agama Nomor 65 Tahun 2016 tentang Pelayanan Terpadu Pada 

Kementerian Agama; 

g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 

90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah 

Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah; 

h. Keputusan Menteri Agama Nomor 633 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan 

Reformasi Birokrasi. 
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BAB II 

METODOLOGI 

2.1. TIM SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT 

Sebagaimana Lampiran Peraturan Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei 

Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik  menjelaskan bahwa 

Survei Kepuasan Masyarakat dapat dilaksanakan secara swakelola, dengan 

membentuk Tim Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat yang terdiri dari (a) 

Pengarah, (b) Pelaksana, dan (c) Sekretariat.  

Oleh karena itu berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah 

Kementerian Agama Provinsi Aceh Nomor 476 Tahun 2023 tentang Pembentukan 

Tim Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Pada Kantor Wilayah 

Kementerian Agama Provinsi Aceh Tahun 2023 telah dibentuk Tim Pelaksana 

Survei Kepuasan Masyarakat pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi 

Aceh Tahun 2023. 

2.2.  METODOLOGI SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT 

2.2.1 Variabel Survei 

Unsur pelayanan adalah aspek yang terdapat dalam penyelenggaraan 

pelayanan publik yang menjadi variabel penyusunan survei kepuasan masyarakat. 

Penentuan variabel ini sangat penting untuk mengetahui kinerja unit pelayanan. 

Variabel tersebut adalah sebagai berikut : 

Tabel 2.2. Unsur Survei Kepuasan Masyarakat 

 
UNSUR 

 
UNSUR SKM 

 
INDIKATOR 

1 Persyaratan 
Adalah syarat yang 
harus dipenuhi dalam 
pengurusan jenis 
pelayanan, baik 
persyaratan teknis 
maupun administratif. 

Kesesuaian persyaratan dengan 

jenis pelayanan. 

2 Sistem, Mekanisme, 
dan Prosedur 
Adalah tata cara 
pelayanan yang 
dibakukan bagi pemberi 

Kemudahan prosedur. 
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dan penerima layanan 
dalam pelayanan publik. 

3 Waktu Penyelesaian 
Adalah jangka waktu 
yang diperlukan untuk 
menyelesaikan seluruh 
proses pelayanan dari 
setiap jenis pelayanan. 

Kecepatan waktu penyelesaian. 

4 Biaya/Tarif 
Adalah jumlah biaya 
yang harus dikenakan 
kepada penerima 
layanan dalam mengurus 
dan/atau memperoleh 
pelayanan dari 
penyelenggara yang 
besarannya ditetapkan 
berdasarkan peraturan 
perundang-undangan.   

Keringanan dalam jumlah biaya 

yang dikeluarkan oleh pengguna 

layanan (Gratis, murah, cukup 

mahal, dan mahal). 

5 Produk Layanan 
Adalah hasil dari setiap 
spesifikasi jenis 
pelayanan yang diterima 
oleh pengguna layanan. 

Kesesuaian produk layanan yang 

diterima. 

6 Kompetensi Pelaksana 
Adalah kemampuan 
petugas dalam 
memberikan pelayanan. 
Kompetensi tersebut 
meliputi keahlian, 
keilmuan, keterampilan, 
dan pengalaman. 

Kompetensi petugas pemberi 

layanan. 

7 Perilaku Pelaksana 
Adalah sikap petugas 
dalam memberikan 
pelayanan.  

Kerapian, kesopanan dan 

keramahan petugas dalam 

memberikan pelayanan 

8 Penanganan 
Pengaduan, Saran dan 
Masukan 
Adalah pengelolaan dan 
tindak lanjut terhadap 
pengaduan, saran dan 
masukan dari pengguna 
layanan. 

Ketersediaan dan/atau kondisi 

penanganan pengaduan, saran 

dan masukan pengguna layanan. 
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9 Sarana dan Prasarana 
Adalah segala sesuatu 
yang menunjang 
terselenggaranya suatu 
proses pelayanan publik 
kepada pengguna 
layanan yang berupa 
benda tidak bergerak 
(gedung), benda 
bergerak, fasilitas serta 
tata ruang dari unit 
penyelenggara 
pelayanan publik.  

Kualitas sarana dan prasarana. 

 
E-Kuesioner survei dibagi menjadi tiga bagian, yaitu : 

Bagian I : Informasi Survei Kepuasan Masyarakat; 

Bagian II : Identitas dan profil responden; 

Bagian III : Kuesioner berdasarkan 9 unsur pelayanan. 

2.2.2. Objek Survei 

Objek Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2022 adalah segala jenis layanan 

pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh sebagaimana pada Surat 

Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh Nomor 68 

Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kantor 

Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh.  

Berikut merupakan jenis-jenis pelayanan pada Kantor Wilayah Kementerian 

Agama Provinsi Aceh, sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah 

Kementerian Agama Provinsi Aceh tentang Penetapan Standar Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Kantor Wilayah : 

1. Layanan pelimpahan nomor porsi jamaah haji wafat/sakit permanen; 
2. Izin pendirian kelompok bimbingan haji dan umrah/KBIHU; 
3. Izin pembukaan kantor cabang penyelenggaraan perjalanan ibadah 

umrah; 
4. Izin pendirian penyelenggaraan ibadah haji khusus; 
5. Izin pendirian kelompok bimbingan ibadah haji; 
6. Usul rekomendasi pengangkatan pengawas; 
7. Izin operasional penyelenggaraan Wajar Dikdas Ponpes; 
8. Izin pendirian satuan pendidikan; 
9. Rekomendasi pendaftaran Ponpes dan Ma’had Aly; 
10. Permohonan jadwal imsakiyah/sholat; 
11. Permohonan kitab suci Al-Qur’an; 
12. Permohonan sertifikat arah kiblat; 
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13. Permohonan rekomendasi cetak jadwal imsakiyah sholat; 
14. Permohonan bantuan sarana dan prasarana rumah ibadat; 
15. Permohonan nazir dan ruislah tentang zakat; 
16. Permohonan legalitas lembaga amil zakat; 
17. Permohonan surat keterangan hafiz/hafiah dan imam hafizh; 
18. Permohonan pengukuran arah kiblat; 
19. Permohonan penerbitan NIS; 
20. Rekomendasi pengajuan beasiswa; 
21. Rekomendasi pindah sekolah; 
22. Surat keterangan kerusakan ijazah; 
23. Surat keterangan pengganti ijazah; 
24. Permohonan bantuan desa sadar kerukunan; 
25. Permohonan penceramah agama; 
26. Rekomendasi kegiatan keagamaan; 
27. Rekomendasi bantuan lembaga pendidikan keagamaan; 
28. Konsultasi syariah dan paham keagamaan; 
29. Permohonan pengukuran arah kiblat masjid dan musalla; 
30. Permohonan rohaniawan; 
31. Permohonan data dan informasi; 
32. Rekomendasi penggunaan tenaga kerja asing/RPTKA di Bidang 

Agama; 
33. Rekomendasi izin tinggal sementara/terbatas (KITAS); 
34. Usulan SK izin/tugas belajar S1; 
35. Rekomendasi izin belajar/tugas belajar S2/S3; 
36. Izin magang/PKL pada Kantor Wilayah; 
37. Legalisir dokumen; 
38. Usulan surat keterangan memiliki ijazah; 
39. Usulan pencantuman gelar akademik; 
40. Usulan pensiun batas usia pensiun; 
41. Usulan pensiun dini; 
42. Usulan pensiun janda/duda; 
43. Izin menggunakan aula Kanwil; 
44. Izin penelitian/magang pada Kanwil; 
45. Izin menggunakan halaman parkir; 
46. Permohonan audiensi; 
47. Permohonan konsultasi; 
48. Izin penelitian. 

 

2.2.3. Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data survei dilaksanakan di Kantor Wilayah dengan cara 

merekap seluruh data yang telah responden isi pada instrumen survei di aplikasi 

Google Form, Microsoft Excel serta Tabel Penarikan Sampel dari Krejcie dan Morgan 

yang telah Tim susun. Periode pengumpulan dan analisis data dilaksanakan secara 

periodik, untuk semester pertama yaitu bulan April s.d. Juni dan untuk semester 

kedua pada bulan September s.d. Desember.  
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Responden yang mengisi kuesioner pada survei ini adalah seluruh penerima 

layanan pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh rentang waktu 

pelayanan sejak bulan Januari sampai dengan Desember Tahun 2023. Responden 

dipilih secara acak yang ditentukan sesuai dengan cakupan pelayanan Kantor 

Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh. Sedangkan untuk penentuan besaran 

sampel dari keseluruhan populasi responden yang telah mengisi kuesioner survei 

dilaksanakan dengan pendekatan Krejcie dan Morgan dengan rumus sebagai berikut 

:  

S = { λ² . N. P. Q}/ {d² (N-1) + λ² . P. Q } 

Keterangan : 

S = jumlah sampel 

λ² = lambada (faktor pengali) dengan dk = 1, taraf kesalahan bisa 1 % , 5 %, 10 
% 

N = populasi  

P = (populasi menyebar luas) = Q = 0,5 

d = 0,0 

Bentuk jawaban dari seluruh data yang dikumpulkan dengan rincian skala penilaian 

sebagai berikut : 

Tabel 2.3. Kriteria Penilaian SKM Skala Linkert  

 

 

 

 

2.3. RUANG LINGKUP SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT 

a. Survei ini menggunakan standar metodologi yang telah ditetapkan secara baku 

pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Survei 

Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik; 

b. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) merupakan pengumpulan data dan 

informasi tentang indeks kepuasan masyarakat dalam memperoleh pelayanan 

penyelenggara pelayanan publik; 

c. Pengisian kuesioner Survei Kepuasan Masyarakat oleh Responden 

dilaksanakan secara elektronik dengan menggunakan aplikasi Google Form; 

d. Unit pelayanan adalah unit kerja di Kantor Wilayah Kementerian Agama 

Provinsi Aceh; 

Unsur 1 Unsur 2 Unsur 3 Unsur 4 Unsur 5 Unsur 6 Unsur 7 Unsur 8 Unsur 9
1 Tidak Sesuai Tidak Mudah Tidak Cepat Sangat Mahal Tidak Sesuai Tidak Kompeten Tidak Sopan dan Ramah Tidak Ada Buruk
2 Kurang Sesuai Kurang Mudah Kurang Cepat Mahal Kurang Sesuai Kurang Kompeten Kurang Sopan dan Ramah Ada tetapi kurang berfungsi Cukup
3 Sesuai Mudah Cepat Murah Sesuai Kompeten Sopan dan Ramah Berfungsi kurang maksimal Baik
4 Sangat Sesuai Sangat Mudah Sangat Cepat Gratis Sangat Sesuai Sangat Kompeten Sangat Sopan dan Ramah Dikelola dengan baik Sangat Baik

Kriteria
Nilai
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e. Unsur Survei Kepuasan Masyarakat mengacu pada Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 

2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit 

Penyelenggara Pelayanan Publik; 

f. Unsur pelayanan yang disurvei adalah segala jenis pelayanan yang terdapat 

pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh; 

g. Responden adalah seluruh pengguna layanan yang menerima pelayanan pada 

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh; 

h. Laporan ini merupakan hasil dari pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat 

Tahun 2023. 

2.4.  PENENTUAN JUMLAH RESPONDEN 

Dalam penentuan responden, terlebih dahulu ditentukan jumlah populasi 

penerima layanan (jumlah pengguna) dari seluruh jenis pelayanan pada Kantor 

Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh. Jika dilihat dari jumlah penerima 

layanan pada tahun 2023, maka populasi penerima layanan pada Kantor Wilayah 

Kementerian Agama Provinsi Aceh dalam kurun waktu tersebut adalah sebanyak 211 

responden. Sementara itu terdapat 29 data yang diisi oleh responden tidak sesuai 

dengan jenis layanan dan Tim mengambil kesimpulan data tersebut termasuk data 

error yang tidak dimasukkan dalam ketentuan responden. Sehingga total responden 

yang valid pada pengisian kuesioner ini sebanyak 182 dan dibulatkan menjadi 180 

Responden. 

Selanjutnya responden dipilih secara acak dari setiap jenis pelayanan, 

besaran sampel dan populasi menggunakan tabel sampel dari Krejcie and Morgan. 

Berdasarkan Tabel Krejcie and Morgan, jumlah minimum sampel responden yang 

harus dikumpulkan dalam satu periode SKM tahun 2023 adalah 123 responden. 

Tabel 2.4. Sampel Morgan dan Krejcie 

Populasi 
(N) 

Sampel 
(n) 

Populasi 
(N) 

Sampel 
(n) 

Populasi 
(N) 

Sampel 
(n) 

10 10 220 140 1200 291 
15 14 230 144 1300 297 
20 19 240 148 1400 302 
25 24 250 152 1500 306 
30 28 260 155 1600 310 
35 32 270 159 1700 313 
40 36 280 162 1800 317 
45 40 290 165 1900 320 
50 44 300 169 2000 322 
55 48 320 175 2200 327 
60 52 340 181 2400 331 
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65 56 360 186 2600 335 
70 59 380 191 2800 338 
75 63 400 196 3000 341 
80 66 420 201 3500 346 
85 70 440 205 4000 351 
90 73 460 210 4500 354 
95 76 480 214 5000 357 

100 80 500 217 6000 361 
110 86 550 226 7000 364 
120 92 600 234 8000 367 
130 97 650 242 9000 368 
140 103 700 248 10000 370 
150 108 750 254 15000 375 
160 113 800 260 20000 377 
170 118 850 265 30000 379 
180 123 900 269 40000 380 
190 127 950 274 50000 381 
200 132 1000 278 75000 382 
210 136 1100 285 100000 384 
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BAB III 

HASIL PENGOLAHAN DATA SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT 

3.1. PROFIL DAN JUMLAH RESPONDEN 

Berdasarkan data yang telah dilakukan penentuan sampling, diketahui bahwa 

jumlah sebanyak 123 responden dengan karakteristik profil responden sebagai 

berikut. 

3.1.1. Rentang Usia Responden 

Tabel 3.1.1. Usia Responden 

RENTANG USIA JUMLAH PERSENTASE 

<25 5 4% 
>41 67 54% 

26-30 11 9% 
31-35 19 15% 
36-40 21 17% 
Total 123 100% 

Berdasarkan tabel 3.1.1 di atas menerangkan bahwa rentang usia 

responden yang mengisi kuesioner survei ini di dominasi oleh responden 

yang berusia 41 ke atas. Selain itu, tim juga melakukan pengumpulan data 

kepada generasi muda / gen-z sebanyak 4 % dari jumlah responden. Ini 

merupakan komitmen Kantor Wilayah untuk melibatkan generasi muda agar 

memberikan saran dan penilaian terhadap pelayanan Kantor Wilayah 

Kementerian Agama Provinsi Aceh.  

3.1.2. Pendidikan Responden 

Tabel 3.1.2 Pendidikan Responden 

PENDIDIKAN JUMLAH PERSENTASE 

D1/D2/D3 5 4% 
S1 75 61% 
S2 27 22% 
S3 4 3% 

SMA/Sederajat 12 10% 

Total 123 100% 

Berdasarkan tabel 3.1.2 di atas diketahui bahwa pendidikan responden 

yang mengisi kuesioner survei ini di dominasi oleh sarjana. Secara kualifikasi 

pendidikan, responden yang mengisi kuesioner dianggap telah cukup valid 

dan relevan untuk mengisi survei ini secara objektif. 
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3.1.3. Jenis Kelamin Responden 

Tabel 3.1.3 Jenis Kelamin Responden 

JENIS KELAMIN JUMLAH PERSENTASE 

Laki-Laki 81 66% 
Perempuan 42 34% 

Total 123 100% 

Berdasarkan tabel 3.1.3 di atas diketahui bahwa persentase responden 

laki-laki sebanyak 66% dan perempuan sebanyak 34%.  

3.1.4. Pekerjaan Responden 

Tabel 3.1.4 Pekerjaan Responden 

Berdasarkan tabel 3.1.4 di atas diketahui bahwa pekerjaan responden 

terbanyak yang mengisi kuesioner survei ini adalah aparatur negara hal ini 

disebabkan banyak pelayanan pada Kantor Wilayah yang memberikan 

konsultasi, layanan kepegawaian, layanan bimbingan teknis dan sebagainya. 

Namun tim juga telah mengindentifikasi bahwa perlu melibatkan sektor 

swasta dalam menilai penyelenggaraan pelayanan publik. Sehingga sektor 

swasta yang telah ditentukan sampel sebanyak 11%.  

3.1.5.  Data Tidak Valid 

Gambar 3.1.5 Data tidak valid 

 

PEKERJAAN JUMLAH PERSENTASE 

ASN/TNI/Polri 88 71% 

Lainnya 7 6% 

Pegawai Swasta 8 7% 

Pelajar/Mahasiswa 6 5% 

Wiraswasta 14 11% 

Total 123 100% 
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Berdasarkan data di atas, terdapat dua jenis pelayanan yang dipilih 

oleh sebanyak 29 responden yang tidak termasuk pada Jenis Layanan Kantor 

Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh yaitu mengenai penempatan 

tugas PPPK Tahun 2022 dan mengenai pembayaran gaji PPPK 2022. 

Mengenai penempatan penugasan dan pembayaran gaji PPPK merupakan 

kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama RI.  

3.2. INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT 

Pada pembahasan ini akan diuraikan 2 hasil indeks kepuasan masyarakat 

yaitu indeks secara organisasi dan indeks tiap unsur pelayanan pada Kantor Wilayah 

Kementerian Agama Provinsi Aceh Tahun 2023. 

3.2.1 IKM Unit Layanan 

Gambar 3.2.1 Indeks Kepuasan Masyarakat 2023 

 

Berdasarkan hasil analisis dan pengolahan data responden diketahui bahwa 

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh mendapatkan Indeks 

Kepuasan Masyarakat dengan Nilai Interval 3.51, Nilai Interval Konversi 87.8, 

Mutu Layanan B, dan Kinerja Unit Layanan dinilai Baik. 

3.2.2 IKM Unsur Pelayanan 

Tabel 3.2.2. Indeks Unsur Pelayanan 

UNSUR UNSUR 
PELAYANAN 

INDIKATOR NI NIK MUTU 
PELAYANAN 

1 Persyaratan Kesesuaian persyaratan 
dengan jenis pelayanan. 

3.44 86.12 B 

2 Sistem, 
Mekanisme dan 
Prosedur 

Kemudahan sistem 
mekanisme dan prosedur. 

3.45 86.33 
 

B 

3 Waktu 
Penyelesaian 

Kepastian, ketepatan dan 
kecepatan waktu 
penyelesaian. 

3.31 82.77 B 

4 Biaya / Tarif Keringanan dalam jumlah 
biaya yang dikeluarkan 
oleh pengguna layanan 

3.83 95.97 A 
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(Gratis, murah, cukup 
mahal, dan mahal). 

5 Produk 
Spesifikasi Jenis 
Pelayanan 

Kesesuaian produk 
layanan yang diterima. 

3.44 86.08 B 

6 Kompetensi 
Pelaksana 

Kompetensi petugas 
pemberi layanan. 

3.47 86.79 B 

7 Perilaku 
Pelaksana 

Kerapian, kesopanan dan 
keramahan petugas dalam 
memberikan pelayanan 

3.54 88.50 A 

8 Penanganan, 
Pengaduan dan 
Saran 

Ketersediaan dan/atau 
kondisi penanganan 
pengaduan, saran dan 
masukan pengguna 
layanan. 

3.78 94.69 A 

9 Sarana dan 
Prasarana 

Kualitas sarana dan 
prasarana. 

3.35 83.76 B 

Total : 3.51 / 87.89 / B 
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BAB IV 

ANALISIS HASIL SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT 

4.1. ANALISIS CAPAIAN 

Gambar 4.1 Rencana Aksi Analisis Data 

 

Seluruh data responden sesuai dengan matrik rencana aksi dilakukan 

pengolahan dan analisis capaian pada bulan Desember 2023. Untuk menghasilkan 

data yang akurat dan berkualitas, penyajian analisis capaian dilakukan dengan dua 

pendekatan yaitu Analisis Brivariat dan Analisis SWOT. 

4.1.1 Analisis Brivariat 

Menurut Alan Agresti, Christine A. Franklin, and Bernhard Klingenberg. 

(2020) di dalam "Statistics: The Art and Science of Learning from Data, 

analisis bivariat adalah suatu metode analisis statistik yang digunakan untuk 

menyelidiki hubungan atau ketergantungan antara dua variabel. Dalam 

konteks ini, "bi" berarti dua, dan "variate" merujuk pada variabel. Oleh karena 

itu, analisis bivariat melibatkan beberapa faktor dan variabel yang saling 

mempengaruhi.  

A. Unsur 1: Persyaratan 

Pada tahun 2022 unsur ini mendapatkan indeks interval konversi sebesar 

81.68, setelah dilakukan evaluasi layanan publik terutama melihat 

kembali proses bisnis dan kesesuaian persyaratan dengan jenis layanan 

pada standar pelayanan, maka pada tahun 2023 ini mengalami kenaikan 

yang cukup signifikan menjadi 86.12. Selain melakukan simplifikasi 

persyaratan, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh telah 

memaksimalkan informasi mengenai persyaratan pelayanan melalui 

website organisasi dan pelbagai media sosial organisasi yang dikelola 
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oleh Tim Hubungan Masyarakat Kantor Wilayah Kementerian Agama 

Provinsi Aceh. 

B. Unsur 2: Sistem, Mekanisme dan Prosedur 

Indikator utama unsur ini adalah bagaimana penyelenggara pelayanan 

publik dapat memberikan kemudahan sistem, mekanisme dan prosedur 

kepada pengguna layanan. Pada tahun ini mendapatkan nilai interval 

konversi sebesar 86.33. Capaian ini karena seluruh mekanisme dan 

prosedur pelayanan telah disampaikan melalui website, media sosial dan 

Petugas PTSP. 

Gambar. 4.1.1.2 Informasi Mekanisme Pelayanan 

 

C. Unsur 3: Waktu Penyelesaian 

Unsur ini merupakan jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan 

seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan. Indikator utama 

unsur ini adalah bagaimana penyelenggara pelayanan publik dapat 

memberikan kepastian dan kecepatan penyelesaian pelayanan kepada 

pengguna layanan. Pada tahun 2022, unsur ini mendapatkan nilai 

inverval konversi sebesar 77.50 sedangkan pada tahun 2023 mengalami 

kenaikan menjadi 82.77.  

Gambar. 4.1.1.3. The Agile Organization  

 

Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap unsur ini dikarenakan 

secara struktur kelembagaan, Kantor Wilayah telah mengoptimalisasikan 

penyederhanaan birokrasi dengan melakukan penyetaraan jabatan 

Pengawas / Eselon-IV ke Jabatan Fungsional serta organisasi telah 

membetuk Tim Kerja yang mengacu pada Peraturan Menteri 
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Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 

Tahun 2022 tentang Sistem Kerja. Sehingga dengan melakukan 

perubahan kelembagaan tersebut, pelayanan dapat berjalan lebih cepat 

dan agile.  

D. Unsur 4: Biaya / Tarif 

Biaya/tarif menjadi unsur yang mendapatkan nilai interval konversi 

tertinggi yaitu 95.97. Hal ini disebabkan di dalam pelayanan Kantor 

Wilayah seluruhnya gratis dan telah memaksimalkan pelayanan digital 

sehingga nol biaya.  

Gambar 4.1.1.4. Pelayanan Berbasis Digital 

 

Jika terdapat pungli atau biaya diluar ketentuan Tim telah menyediakan 

sarana pengaduan melalui Unit Pengendalian Gratifikasi dan Whistle 

Blowing System yang terintegrasi dengan Inspektorat Jenderal Kemenag 

RI, Ombudsman RI dan KPK RI. Ini merupakan keunggulan pada 

pelayanan Kantor Wilayah yang perlu untuk terus dipertahankan. 

E. Unsur 5: Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan 

Unsur ini memeroleh nilai interval konversi dengan kategori baik yaitu 

86.08. Indikatornya adalah kesesuaian antara hasil produk pelayanan 

dengan standar pelayanan yang diberikan. Semakin sesuai produk 

pelayanan dengan standar pelayanan yang diterima oleh pengguna 

layanan maka semakin tinggi nilai kepuasan pada unsur ini 

F. Unsur 6: Kompetensi Pelaksana 

Pada tahun 2022 unsur ini mendapatkan nilai interval konversi sebesar 

80,91. Pada tahun 2023 ini mengalami kenaikan menjadi 86.79. Terdapat 

beberapa faktor yang menyebabkan kenaikan indeks ini. Pertama, Kantor 

Wilayah telah menerapkan analisis jabatan dan analisis beban kerja 

sebagai standar acuan kinerja tiap klasifikasi jabatan pada unit 
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organisasi. Sehingga penerapan pelayanan mengacu pada kompetensi, 

kualifikasi pendidikan dan beban kerja (talent management). Kedua, 

seluruh Petugas PTSP memiliki kompetensi yang memadai untuk 

memberikan pelayanan kepada pengguna layanan karena telah 

mengikuti ujian kompetensi sebagai Petugas PTSP Kantor Wilayah 

Kementerian Agama Provinsi Aceh. Ketiga, seluruh ASN Kantor Wilayah 

rutin menerima arahan pimpinan melalui apel, zoom dan bimbingan 

teknis untuk selalu aktif mengembangkan kompetensi agar pelayan 

semakin profesional. 

G. Unsur 7: Perilaku Pelaksana 

Unsur ini mendapatkan nilai interval konversi sebesar 88.50. Tim telah 

melibatkan PTSP dan Satpam dalam usaha pembinaan pelayanan yang 

berkualitas. Penerapan reward and punishment sangat mempengaruhi 

kenaikan unsur ini. Selain itu, Tim telah melakukan evaluasi layanan 

publik yang telah disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian 

Agama Provinsi Aceh agar dalam memberikan pelayanan kepada 

masyarakat harus menjunjung tinggi pelayanan prima. 

Gambar 4.1.1.7. Amanat Kepala Kantor Wilayah 

 

H. Unsur 8: Penanganan, Pengaduan dan Saran 

Gambar 4.1.1.8.1 Sistem Pengaduan Via Website
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Unsur ini mendapatkan nilai interval konversi sebesar 94.69. Setidaknya 

terdapat 3 faktor yang mendukung pencapaian pada unsur ini, pertama, 

tersedianya menu saran dan pengaduan pada Website Kantor Wilayah 

sebagaimana gambar di atas, dengan tersedianya fitur pengaduan dan 

saran maka memudahkan bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi 

mengenai penanganan pengaduan. 

Gambar 4.1.1.8.2. Sistem Pengelolaan Lapor Pengaduan Masyarakat 

Terintegrasi dengan Kementerian PAN RB dan Ombudsman 

 

Kedua, selain melalui website, telah terbangunnya Sistem Pengendalian 

Intern Pemerintah (Indeks: Level 3/ Terdefinisi), Tim UPG, Dumas dan 

WBS pada Kantor Wilayah yang terintegrasi dengan Instansi Pengawas 

terkait. Sehingga dengan menggunakan tools terintegrasi ini 

mempercepat proses penanganan pengaduan masyarakat.  

Gambar 4.1.1.8.3. Kampanye Anti Gratifikasi dan Korupsi 
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Ketiga, sebagaimana gambar di atas Kepala Kantor Wilayah beserta 

seluruh ASN Kantor Wilayah telah mengkampanyekan nilai-nilai anti 

gratifikasi sebagai bentuk komitmen memberikan pelayanan dengan 

menjunjung nilai integritas tidak hanya kampanye anti gratifikasi, pada 

design flyer di atas juga tersedia platform pengaduan dari KPK RI. Ini 

merupakan langkah nyata organisasi untuk memberikan pelayanan yang 

prima dan akuntabel. Keseluruhan faktor di atas sangat berpengaruh 

terhadap penilaian yang responden berikan sehingga mendapatkan 

indeks dengan sangat baik. 

I. Unsur 9: Sarana dan Prasarana 

Untuk unsur ini memperoleh nilai sebesar 83.74. Unsur ini perlu untuk 

ditingkatkan seperti tersedianya fasilitas ramah disabilitas, pojok bermain 

anak, area parkir kendaraan roda dua yang rapi serta penunjuk arah 

pelayanan.  

  



24 
 

Gambar. 4.1.1.9. Perbaikan Sarana dan Prasarana Kantor Wilayah 

Kementerian Agama Provinsi Aceh 

  

Berdasarkan hasil rapat evaluasi tim SKM Kantor Wilayah, tim telah 

menindaklanjuti saran responden untuk memperbaiki sarana dan 

prasarana Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh yang di 

tahun 2024 akan tersedianya parkiran khusus disabilitas, parkiran 

basement, dan ruang PTSP yang representatif untuk pelayanan prima.  

Melalui analisis bivariat di atas, Tim dapat memahami lebih baik bagaimana 

perubahan dalam satu variabel atau faktor berkaitan lainnya. Ini dapat 

memberikan wawasan yang berharga untuk membuat keputusan atau 

merancang strategi perbaikan layanan publik secara berkelanjutan. 

4.1.2 Analisis SWOT 

Gambar 4.1.2. Analisis SWOT 

 

4.2. RENCANA TINDAK LANJUT 

Berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei 

Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik disebutkan bahwa hasil 

survei perlu untuk disusun rencana tindak lanjut perbaikan. Oleh karena itu, hasil 

analisa ini perlu dibuatkan dan direncanakan tindak lanjut perbaikan. Rencana tindak 

lanjut perbaikan dapat dilakukan dengan prioritas dimulai dari unsur yang paling 
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buruk hasilnya. Penentuan perbaikan harus direncanakan tindak lanjut dengan 

prioritas perbaikan jangka pendek (kurang dari 12 bulan), jangka menengah (lebih 

dari 12 bulan, kurang dari 24 bulan), atau jangka panjang (lebih dari 24 bulan). 

Rencana tindak lanjut perbaikan hasil SKM dapat dituangkan dalam tabel berikut : 

Tabel 4.2. Rencana Tindak Lanjut Perbaikan SKM 2023 

No. Prioritas Unsur Program/ Kegiatan Waktu / Triwulan 2024 Penanggungjawab 

1. Unsur 9 : 
Sarana dan 
Prasarana 

1. Fasilitas 
Penunjuk Arah 

2. Sarana 
Prasarana 
Disabilitas 

3. Parkiran 

    1. Tim Perencanaan 
2. Tim Keuangan 
3. Tim Umum dan 

Humas 

2. Unsur 3 : 
Waktu 
Penyelesaian 

1. Evaluasi Standar 
Pelayanan dan 
SOP 

2. Penyusunan 
Standar 
Pelayanan dan 
SOP 

    1. Tim Organisasi 
Tata Laksana 

2. Seluruh unit 
organisasi 

 

4.3. TREN DAN TARGET INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT 

Gambar 4.3. Tren dan Target IKM Kantor Wilayah (Nilai Interval) 

 

  



26 
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BAB V 

PENUTUP 

5.3. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2023 pada 

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh maka disimpulkan bahwa 

Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2023 pada Kantor Wilayah Kementerian 

Agama Provinsi Aceh menunjukkan kategori BAIK yaitu dengan nilai interval 

3.51 dan nilai interval konversi 87.89. Hal tersebut merupakan wujud dari 

kualitas pelayanan publik Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh 

pada Tahun 2023 yang dinilai oleh Pengguna Layanan. 

5.2. Saran / Rekomendasi 

Sebagaimana hasil dari analisis di atas maka diperlukan beberapa 

peningkatan dan atau perbaikan terhadap unsur pelayanan ke 3 Kecepatan 

Waktu Penyelesaian dan unsur ke 9 Sarana dan Prasarana. Perbaikan 

kualitas kecepatan waktu dilakukan melalui evaluasi dan pembaruan Standar 

Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur seluruh layanan pada Kantor 

Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh. 

5.3. Hasil IKM Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh Tahun 

2023 

Tabel 5.3. Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2023 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jumlah  : 123 Responden 

Jenis Kelamin :  

 Laki-Laki     : 81 
 Perempuan : 42 

Pendidikan : 

 SMA   : 12 
 Diploma : 5 
 S-1  : 75 
 S-2  : 27 
 S-3  : 4 

Periode Survei : Nov – Des 2023 

 

 
NI :3.51 
NIK :87.89 

NILAI IKM SAMPEL RESPONDEN 



 

  



 

1. SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN 
AGAMA NOMOR 476 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM 
SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT 

 



 



 



 



 

 



 

2. SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN 
AGAMA PROVINSI ACEH NOMOR 68 TAHUN 2021 TENTANG 
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 

 



 

 



 

 



 

3. RAPAT EVALUASI LAYANAN PUBLIK KANTOR WILAYAH 
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI ACEH 

3.1. Surat Undangan 

 
 



 

3.2. Notulen Rapat Evaluasi Layanan Publik 2023



 

 



 

 
 
 



 

3.3. Daftar Hadir Rapat Evaluasi Layanan Publik 2023



 

 
 
 
 
 
 



 

3.4. Dokumentasi Rapat Evaluasi Layanan Publik 2023 

 
3.5. Slide Paparan Rapat Evaluasi Layanan Publik 2023 

 



 

 



 

 



 



 

 



 



 

 

 



 



 

 

  



 

4. RAPAT ANALISIS DAN PENGOLAHAN DATA SKM 2023 

4.1. Surat Undangan Rapat Analisis dan Pengolahan Data SKM 

 
 
 
 



 

4.2. Notulen Rapat Analisis dan Pengolahan Data SKM 

 



 



 

 
 
 
 
 
 



 

4.3. Daftar Hadir Rapat Analisis dan Pengolahan Data SKM 

 
 
 
 
 



 

4.4. Dokumentasi Rapat Analisis dan Pengolahan Data SKM 

 
 
 



 

4.5. Slide Rapat Analisis dan Pengolahan Data SKM 

 

 



 

 



 



 

 



 



 

 

  



 

 

5. FORM RESPONDEN SKM 2023 

 



 

 

 
 

 


